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P U T U S A N

Nomor 548/Pdt.G/2024/PA.Mpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama

telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXX, umur  39  tahun,  agama Islam,  pendidikan SLTP,  pekerjaan

MENGURUS  RUMAH  TANGGA,  tempat  kediaman  di  RT.09

RW.02, Pemetung Besuki,  Buay Pemuka Peliung, Kabupaten

Ogan  Komering  Ulu  Timur,  Sumatera  Selatan, berdasarkan

surat  kuasa  khusus  tanggal  20  Agustus  2024,  memberikan

kuasa kepada ARI WIBOWO, S.H., M.AGUNG BARODI, S.H,

dan  AHMAD  SOLEHAN,  S.H. Advokat   berkedudukan  dan

berkantor di Jl. Adiwiyata Depan PLN, Desa Kotabaru Selatan,

Kecamatan Martapura,  Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,

Provisini  Sumatera  Selatan,  yang  telah  didaftarkan  dibagian

kepaniteraan  dengan  nomor  287/SK/2024/PA.Mpr  tanggal  28

Agustus 2024 sebagai sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXX, umur  42 tahun,  agama Islam, pendidikan SLTA,  pekerjaan

petani,  tempat kediaman di  RT.05 RW.01,  Pemetung Besuki,

Buay Pemuka Peliung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,

Sumatera Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA
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Bahwa  Penggugat dengan  surat  gugatannya  tertanggal  01  Agustus

2024 yang  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Martapura pada

tanggal  05  Agustus  2024  dengan  register  perkara  Nomor

548/Pdt.G/2024/PA.Mpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah

pada  tanggal  25  Mei  2005  di Desa  Pemetung  Basuki  Kecamatan  Buay

Pemuka  Peliung  Kabupaten  OKU  Timur,  wali  nikah XXXXXXXXXXX

(Paman Penggugat),  dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat  Sholat

tunai,  sebagaimana  tertera  dalam  Kutipan  Akta  Nikah

Nomor XXXXXXXXXXX yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan Buay Pemuka Peliung, tertanggal 06-06-2005; 

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama

dirumah  orang  tua  Tergugat  Desa  Pemetung  Basuki  Kecamatan  Buay

Pemuka  Peliung  Kabupaten  OKU  Timur  selama  kurang  lebih  1  tahun

kemudian berpindah tempat tinggal ke rumah milik bersama di alamt yang

sama, sampai dengan pisah;  

3. Bahwa,  selama  menikah  Penggugat  dengan  Tergugat  telah

berhubungan selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang

bernama XXXXXXXXXXX (Laki-laki),  NIK 1608050203060003, Tempat dan

tanggal  lahir  OKU  Timur,  02-03-2006,  Pendidikan  SLTA  dan

XXXXXXXXXXX (Laki-laki), NIK 1608052006110002, Tempat dan tanggal

lahir  OKU  Timur,  20-06-2011,  Pendidikan  SLTP.  Yang  saat  ini,  anak

tersebut tinggal bersama orang tua Penggugat;  

4. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat awal mulanya telah hidup rukun dan

harmonis,  namun  sejak tahun  2006  keadaan  rumah  tangga  Penggugat

dengan Tergugat  tidak harmonis lagi  dan sering terjadi  perselisihan dan

pertengkaran yang disebabkan :    

4.1Tergugat sering melakukan kekerasan fisik jasmani kepada Penggugat

seperti memukul Penggugat,

4.2 Tergugat sering berjudi, 

4.3Tergugat jarang memberi nafkah, 
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5. Bahwa,  pada  bulan  Agustus  2013  Penggugat  meminta  nafkah  kepada

Tergugat  namun Tergugat tidak memberi  dan marah,  sehingga terjadilah

perselisihan  dan  pertengkaran  mulut  antara  Penggugat  dan  Tergugat.

Setelah kejadian tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;  

6. Bahwa,  akibat  permasalahan  tersebut  Penggugat  dengan  Tergugat telah

berpisah  tempat  tinggal,  dimana  Penggugat  sekarang  tinggal  dirumah

orang  tua  Penggugat  sedangkan  Tergugat  tinggal  dirumah  orang

tua Tergugat sehingga sekarang telah berjalan kurang lebih   11 tahun dan

sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah

tidak saling perdulikan lagi layaknya suami isteri;  

7. Bahwa, para pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah empat kali

berusaha  untuk  menasehati  dan  mendamaikan  Penggugat  dengan

Tergugat  untuk  hidup  rukun  dan  harmonis lagi  dalam  membina  rumah

tangga, akan tetapi tidak berhasil;  

8. Bahwa,  oleh  karena  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  berpisah  tempat

tinggal  dan sulit  dipertahankan lagi  untuk berumah tangga sebagaimana

yang  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang

perkawinan,  oleh  karena  itu  Penggugat  telah  berketetapan  hati  untuk

bercerai pada Tergugat dihadapan Sidang Pengadilan Agama Martapura;   

9. Bahwa  berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  diatas,  maka  Penggugat

mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura memalui Yth. Majelis

Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan perkara ini, selanjutnya

memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut : 

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

Bapak  Ketua  Pengadilan  Agama  Martapura cq.  Majelis  Hakim  yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;  

2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (XXXXXXXXXXX) terhadap

Penggugat (XXXXXXXXXXX); 

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;  
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SUBSIDER :

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

menghadap  dan tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap sebagai

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan

yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa  Penggugat  menyatakan  telah  kembali  rukun  dalam  membina

rumah tangganya;

Bahwa  oleh  karena  Penggugat  telah  mengakui  berdamai  dengan

Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka

Penggugat  selanjutnya  menyatakan  mencabut  gugatannya  dan  selanjutnya

mohon penetapan;

Bahwa  karena  Penggugat  telah  mencabut  gugatannya,  maka  proses

pemeriksaan  perkara  ini  dinyatakan  telah  selesai  sehingga  tidak  perlu  lagi

dilanjutkan;

Bahwa terhadap penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini

dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang,  bahwa  pada  saat  persidangan  Penggugat  terhadap

gugatan cerai gugatnya dengan mengkuasakan kepada kuasa hukum yaitu ARI

WIBOWO,  S.H.,  M.AGUNG  BARODI,S.H,  dan  AHMAD  SOLEHAN,  S.H.

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Agustus 2024 yang telah terdaftar

di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Martapura  dengan  nomor

287/SK/2024/PA.Mpr tanggal 20 Agustus 2024, maka Majelis Hakim perlu untuk
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mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut dan legal standing kuasa

hukum;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan

landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan

Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  6  Tahun  1994  yang  mengatur

tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut

secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut

kompetensi  relatif,  menyebut  identitas dan kedudukan pihak serta  menyebut

secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat

kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak

sah;

Menimbang, bahwa surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 28

Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2020  tentang  Bea  Meterai  yang  teknis

penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-

Undang  Nomor  13  Tahun  1985  tentang  Bea  Meterai.  Hal  mana  dalam

ketentuan  tersebut  ditegaskan  bahwa  pembubuhan  tanda tangan  disertai

dengan pencantuman tanggal,  bulan dan tahun dilakukan dengan tinta  atau

yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas

dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang,  bahwa  setelah  Majelis  Hakim  memperhatikan  dan

mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan

perundang-undangan  yang  terkait  dengan  keabsahan  surat  kuasa  dan

keabsahan advokat di  atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang

diberikan  oleh  pihak  Penggugat  maka  Majelis  Hakim  dapat  memberikan

penilaian  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut,  Majelis  Hakim

berkesimpulan  bahwa  surat  kuasa  khusus  dari  Penggugat  telah  memenuhi

persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat telah memenuhi

syarat  untuk  bertindak  sebagai  advokat,  oleh  karena  itu  Kuasa  Hukum

Penggugat berhak mewakili prinsipalnya untuk beracara di muka persidangan

dalam perkara a quo;

Halaman. 5 dari 8 Halaman. Putusan No.548/Pdt.G/2024/PA.Mpr

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,  bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah

pihak yang berperkara, Penggugat menyatakan kembali rukun sebagai suami

isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat

dan  kembali  rukun  selayaknya  suami  isteri  maka  Penggugat  menyatakan

mencabut gugatannya; 

Menimbang, bahwa atas pencabutan Perkara Penggugat, Majelis Hakim

berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan karena telah

sesuai dengan pasal 271 Rv.

Menimbang,  bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat  tersebut  tidak

melanggar hak Tergugat  sebab belum terjadi  jawab menjawab dan  Tergugat

telah  dipanggil  secara  sah  menurut  hukum  namun  tidak  hadir,  karena  itu

ketidakhadiran  Tergugat  dianggap  menyetujui,  untuk  itu  maksud  Penggugat

untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut

maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah

proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini

harus diperhitungkan. 

 Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan

sesuai  Pasal  89 ayat  (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,  yang telah

diubah  dan  ditambah  dengan  perubahan  pertama  menjadi  Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50

Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. 

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan

dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

2. Menyatakan  perkara  Nomor  548/Pdt.G/2024/PA.Mpr selesai  karena

dicabut

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya

perkara sejumlah Rp. 211.000,00- (dua ratus sebelas);
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Demikian  ditetapkan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama  Martapura pada  hari  Rabu  tanggal  11  September  2024  Masehi

bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh Akhyaruddin, Lc.

sebagai  Ketua  Majelis,  Wildi  Raihanda,  Lc  dan  Arif  Mahfuz,  S.Sy, masing-

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga

dalam sidang  terbuka  untuk  umum oleh  Ketua  Majelis  beserta  para  Hakim

Anggota tersebut, dan didampingi oleh Marisa Farhana, S.H.I sebagai Panitera

Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Akhyaruddin, Lc.
Hakim Anggota I

Wildi Raihanda, Lc

Hakim Anggota II

Arif Mahfuz, S.Sy
Panitera Pengganti,

Marisa Farhana, S.H.I
Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  ATK Perkara : Rp 80.000,00

-  Panggilan : Rp 34.000,00

-  PBT : Rp    17.000,00

-  PNBP : Rp 30.000,00

-  Redaksi : Rp 10.000,00

-  Meterai : Rp           10.000,00  

J u m l a h : Rp 211.000,00
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus sebelas ribu rupiah).
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